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Dengan hormat,

Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini

A. Identitas
Nama : Dra. Artiningkun, M.Pd.I
Umur/ tanggal lahir : 65 tahun/ 12/12/1958
Pekerjaan : Pensiunan ASN

Kementerian Agama kabupaten Bojonegoro



Agama : Islam

Warga Negara - Indonesia
Alamat : Jin. Arif Rahman Hakim Il no.28 Bojonegoro,
Jawa Timur
HP : 085877645807
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon (Bukti P1 terlampir)

Pemohon memohon Pengajuan Pengujian Undang-Undang (PUU) yudisial review
bagian Pasal 25 ayat (1) Bab |l Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang.
Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi
"bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun
1928 terhadap hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan hak
untuk dapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta
benda yang ada dibawah kekuasaannya serta hak untuk bebas dari penyiksaan
serta hak untuk dapat perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat
manusia yang merupakan hak-hak warga negara Indonesia yang terdapat dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UUD-
NKRI 1945) yang dijamin Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) yang
berbunyi

1. Pasal 27 ayat (3) berbunyi : "Setiap warga negara berhak dan waijjb ikut serta
dalam upaya pembelaan negara". 2. Pasal 28G ayat (1) berbunyi : "Setiap orang
berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta
benda yang ada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman serta
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
yang merupakan hak asasi.” 3. Pasal 28G ayat (2) berbunyi : "Setiap orang berhak
untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat

manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

B. 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1.1. Bahwa perubahan UUD-NKRI| 1945 telah menciptakan sebuah
lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu
Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK sebagaimana tertuang
dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1)



12,

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

UUD-NKRI 1P45 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah pertama dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
dan sebagaimana telah diubah kedua dalam Undang-Undang Nomor
04 Tahun 2014 serta sebagaimana telah diubah terakhir dalam
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2020 yang merupakan perubahan
ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitust.

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD-NKRI 1945 berbunyi "Kekuasaan
Kehakiman  merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”
Pasal 24 ayat (2) UUD-NKRI 1945 berbunyi "Kekuasaan Kehakiman
dilakukan oleh suatu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 24C UUD-NKRI 1945 yang berbunyi : "Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-undang Dasar,.."

Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KK) juga
telah kembali menegaskan mengenai kewenangan MK dalam hal
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun
1945.

Pasal 10 ayat {1} Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi berbunyi : "Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945."

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi : "Dalam



1.7.

1.8.

1.9.

hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD-NKRI

1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi *

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas sebagaimana

dimaksud pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5,

Mahkamahh Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap

UUD-NKRI 1845.

Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi

melakukan pengujian bagian Pasal 25 ayat (1)} Bab Il Bahasa Negara

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan

Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi : "bersumber

dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28

Oktober tahun 1928."

Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang berbunyi :

- ayat (1) "Obyek permchonan PUU adalah undang-undang atau
Perppu"

- ayat {2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa Permohonan penguijian formil dan / atau pengujian materiil.”

- avat (3) “Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang
atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan
undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD
1945

- ayat (4) "Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam
ayat, pasal dan / atau bagian dari undang-undang atau Perppu
yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.7

Bahwa dalam hal ini Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi

melakukan pengujian materiil pada bagian Pasal 25 ayat (1) UU a quo

yang berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan daiam Sumpah

Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 bertentangan dengan Pasal

27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan Pasal



B. 2.

2.1,

Pasal yang terdapat dalam UUD-NKRI 1945 yang menjamin hak hak

konstitusional Pemohon.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) dan KERUGIAN
KONSTITUSIONAL PEMOHON
Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Konstitusi nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Pengujian Undang-Undang adalah "Pihak yang menganggap hak dan /

atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-

undang atau Perppu, yaitu:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5,

{a) Perorangan warga negara atau kelompok orang yang

mempunyai kepentingan yang sama;

{b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam

undang-undang;

{c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

/d) Lembaga Negara.

Adapun hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang

dirugikan oleh berlakunya UU atau Perppu dalam

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitust Nomor

02/PMK/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian

Undang-Undang disebutkan yaitu :

2151, Ada hak dan / atau kewenangan Konstitusional
Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

2.1.5.2. Hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon
dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau
Perppu yang dimohonkan pengujian;

2.1.5.3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik
{khusus) dan aktual atau setidak tidaknya potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan

akan terjadi;



2.2.

2.3.

2.1.54. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian
konstitusional dan berlakunya undang-undang atau
Perppu yang dimohonkan penguijian; dan

2155 Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang
didalitkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.

2.1.6. Mengenai kerugian konstitusional tersebut diatas telah diperkuat
lagi oleh yurisprodensi Mahkamah sebagaimana tertuang dalam
Putusan Perkara Nomor 06/puu-ll1/2005 Jo perkara nomor
11/puu-v/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi
Pemchon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-
undang.

Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum

sebageimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK perlu

dijelaskan bahwa Pemohon adalah sebagai berikut:

2.2.1. Perorangan warga negara Indonesia (WNI);

2.2.2. Pensiunan ASN Kementerian Agama Bojonegoro, sebagai
nensiunan guru/pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2
Bojonegoro.

Bahwa berdasar uraian diatas maka Pemohon masuk bagian

persyaratan Perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana

diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK Jo Pasal 4 Peraturan

Mahkamah Konstitusi nomor 02/PMK//2021 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

KERUGIAN KONSTITUSIONAL

2.4,

2.5.

2.6.

Bahwa untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk
menguji undang-undang selain sebagai perorangan warga negara
Indonesia Pemochon juga harus memiliki kerugian konstitusional
sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
006/puu-111/2005 dan Nomor 11/puu-Vf2007.

Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik atau
khusus dan aktual atas pembertakuan UU a quo.

Bahwa dengan bertakunya UU a quo terdapat norma yang tertuang

pada bagian Pasal 25 ayat (1) UU a quo yang merugikan hak hak



konstitusional PEMOHON. Bagian termaksud adalah bagian yang

berbunyi “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam

Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" sedang bagian

lainnya selengkapnya sebagai berikut

2.6.1. Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU a quo berbunyi : "Bahasa
Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam
Pasal 36 UUD-NKRI 1945 (selanjutnya disebut bagian 1 UU a
quo) bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 ( selanjutnya disebut
hersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda
tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo ) sebagai bahasa persatuan
vang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban

sangsa.”

URAIAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL POTENSIAL SPESIFIK
(KHUSUS) DAN AKTUAL ATAS BERLAKUNYA “BERSUMBER DARI
BAHASA YANG DIIKRARKAN DALAM SUMPAH PEMUDA TANGGAL
28 OKTOBER 1928" UU A QUO

URAIAN KERUGIAN POTENSIAL SPESIFIK
2.6.2. Bzhwa “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” Pasal 25 ayat (1) UU a quo
mulli interpretasi.
2.6.2.1. Bahwa "B A H A S A" yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda 28 Oktober 1928 adalah "BAHASA
INDONESIA YANG MENGGUNAKAN EJAAN LAMA
ATAU EJAAN VAN OPHUIJSEN
2.6.2.2. Bahwa ejaan Van Ophuijsen adala ejaan aksara Latin
mode! Belanda untuk warga Negara Belanda agar
orang Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa
Melayu { Bukti P13 terlampir ).
2.6.3. Bahwa ada 2 alasan crusial yang mendasari UU a quo dalam

hubungan dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang



diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928”

UU a guo yang merugikan hak konstitusional Pemohon.

2.6.3.1.

2.6.3.2.

Bahwa alasan pertama adalah dengan
menghubungkan atau mengkaitkan bagian 1 dengan
‘bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam
Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" U a quo
maka terdapat interpretasi bahwa bagian 1
menggunakan ejaan Van Opuijsen sebagaimana .
interpretasi pada “bersumber dari Bahasa yang
dilkrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28
Oktober 1928" UU a quo dengan akibat
mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia.

Bahwa alasan kedua adalah dengan bagian 1 tidak
terkait dengan ‘“bersumber dari Bahasa vyang
dilkrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28
Oktober 1928" UU a quo, UU a quo tidak dapat
digunakan berkomunikasi lisan dan tulis, kecual
bagian 1 UU a quo dimaknai dengan “berbentuk
bahasa lisan dan bahasa tulis serta aksara negara

ialah aksara Indonesia.”

2.6.4. Bahwa norma hukum "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan
dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928" tidak ada

korelasi atau tidak terkait dengan "Bahasa Indonesia yang

2.6.5.

dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD-
NKRI 1945".

2.6.4.1.

Bahwa dengan tidak ada korelasi atau tidak terkait
dengan bhagian 1 UU a quo, norma hukum “bersumber
dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda
tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo bertentangan
cdengan UUD-NKRI 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa norma hukum "bersumber dari Bahasa yang diikrarkan

dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928" adalah norma

recehan invial dan dengan norma hukum yang lemah serta pada



2.6.6.

prinsinya TIDAK MENGATUR APA APA .dan tidak
menyelesaikan masalah serta JUSTRU MEMPUNYAI NUANSA
MENDISKREDITKAN { berusaha untuk ) “menjelek jelekkan”
atau “melemahkan kewibawaan” (arti mendiskreditkan menurut
KBBI) bangsa Indonesia dengan mengorek-orek luka lama
bangsa Indonesia yang dijajah Belanda dan terbukti secara
faktual pendiskreditan bangsa dan negara Indonesia ini
bertanjut dengan pembuatan penggunaan "Bahasa Negara atau
cenggunaan Bahasa Indonrsia berpola pendiskreditan
“erstruktur, sistimatis dan masif (TSM) yang merendahkan dan
merugikan negara, termasuk merugikan hak konstitusional
Pemochon yang dijamin Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1)
dan ayat (2).
Sahwe dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang
ditkrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928”
Pasal 25 ayat (1) UU a quo terdapat 5 kerugian abadi bangsa
Jan  negara Indonesia termasuk kerugian abadi hak
konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara
'ndonesia.
2£6.1. Bahwa b5 kerugian abadi bangsa dan negara
Indonesia termasuk 5 kerugian abadi hak
konstitusional Pemohon sebagai percrangan warga
negara Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Kerugian pertama dengan berlakunya “bersumber
dari Bahasa vyang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo
adalah UU a quo sebagai UU untuk simbol negara
tidak mempunyai makna berfungsi sebagai bahasa
'isan dan bahasa tulis negara serta aksara Negara.
2. Kerugian kedua dengan berlakunya “bersumber
dari Bahasa vyang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo
sebagai kata keterangan bagian 1 UU a quo

adalah bersumber dari Bahasa yang diikrarkan



dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928"
UU a quo sebagai kata keterangan bagian 1 UU a
quo tidak memberi keterangan berbentuk "Bahasa
lisan dan bahasa tulis" pada bagian 1 UU a quo.

3. Kerugian ketiga dengan berlakunya “bersumber
dari Bahasa vyang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo
adalah UU a quo sebagai UU tertulis tidak ada
kagian tertulis yang dimaknai "bahasa lisan negara
:alah bahasa Indonesia dan bahasa tulis negara
falah bahasa tulis Indonesia serta aksara negara
.alah aksara Indonesia.

4. Xerugian keempat dengan berlakunya “bersumber
dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo
adalah bhersumber dari Bahasa yang diikrarkan
ca'am Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928
JU a cuo mendiskreditkan negara atau bangsa
'ndonesia dengan menggunakan ejaan van
Ophuijsen.

5. Kerugian kelima dengan berlakunya bersumber
dzri Bahasa yang ditkrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo
adalah  pendiskreditan negara atau bangsa
'"donesia berpola terstruktur, sistimatis dan masif
‘TSM) dengan penjelasan sebagai berikut :

2.6.6.1.%. Bahwa undang-undang a quo adalah undang-
undang untuk simbol negara tentang "B A H
ASA"

2.6.6.1.2. Bahwa Bahasa adalah alat komunikasi lisan
dan tulis (Felisia Nuradi Utorodewo bukti P7

terfampir).



2.6.6.1.3.

2.6.6.1.4.

2.6.6.1.5.

2.6.6.1.6.

2.6.6.1.7.

2.6.6.1.8.

2.6.6.1.9.

Bahwa bahasa lisan memerlukan sarana
bunyi dan bahasa tulis memerlukan sarana
aksara (bukti P8 terlampir).

Bahwa undang-undang tentang Bahasa
dipergunaan untuk negara dengan judul "Bab
" BAHASA NEGARA "UU 24/2009 tentang
BBLNLK™"

Bahwa WUndang-Undang Bahasa Negara
adatah untuk dipergunakan komunikasi lisan
dan tulis (bukti P7 terlampir) seluruh warga
~egara Indonesia.

Bahwa kegiatan komunikasi baca tulis
menggunakan sarana bahasa lisan dan
hahasa tulis serta menggunakan sarana
aksara,

Bahwa bahasa digunakan cleh suatu anggota
masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi
dan  mengaktualisasikan diri  (Bukti P9
*erlampir).

Bahwa dengan berlakunya bersumber dari
Bahasa vyang diikkrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo,
JU a quo tidak dimaknai berfungsi sebagai
~ahasa lisan negara dan bahasa tulis negara
serta aksara negara ialah aksara Indonesia.
Bahwa dari uraian diatas "Bahasa Negara”
sniuk bisa berfungsi sebagai alat komunikasi
lisan dan tulis harus dimaknai sebagai bahasa
'isan Negara ialah bahasa lisan Indonesia dan
hahasa tulis Negara ialah bahasa tulis
'ndonesia serta karena bahasa tulis
memerlukan sarana aksara maka harus

dimaknai aksara Negara.



2.6.6.2.3.

26624,

kata keterangannya adalah “"bersumber dari
bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928."
Sahwa bersumber dari Bahasa vyang
diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28
Dkiober 1928 Pasal 25 ayat 1 UU a quo
sebagai kata keterangan subyek “"Bahasa
'ndonesia” yang dinyatakan sebagai bahasa
resmi negara tidak memaknai dengan bahasa
lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan
bahasa tulis negara ialah bahasa tulis
'rdonesia serta aksara negara ialah aksara
'ndonesia kepada subyek" Bahasa Indonesia
yang dinyatakan sebagai bahasa resmi
nagara dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945.
Bzhwa dengan tidak memberi keterangan
fungsi bahasa Indonesia dengan makna
bathasa lisan negara ialah bahasa lisan
Indcresia dan bahasa tulis negara ialah
bahasa tulis Indonesia serta aksara negara
ialan aksara Indonesia kepada bahasa resmi
necara datam Pasa! 36 UUD-NKRI 1945 maka
hahasa Indonesia tidak dapat difungsikan
(digunakan) sebagai bahasa lisan dan bahasa

tulis serta aksara untuk bahasa resmi Negara.

2.6.62.4.1 Bahwa dengan keterangan

"bersumber dari bahasa yang
ditkrarkan dalam Sumpah Pemuda
tanggal 28 Oktober tahun 1928 pada
bahasa Indonesia yang dinyatakan
sebagai bahasa resmi negara dalam
Pasa!l 36 UUD-NKRI 1945 maka
Keterangan tersebut hanya

menerangkan sumber atau asal dari



2.6.6.1.10. Bahwa bunyi Pasal 36 UUD-NKRI 19845

adalah "Bahasa Negara ialah Bahasa

Indonesia.”

2.6.6.1.11. Bahwa dengan demikian bagian 1 UU a guo

yang berbunyi "Bahasa Indonesia yang
dinyatakan sebaga bahasa remi negara
dalam Pasal 36 UUD NKRI 1945" harus
dimaknai Bahasa lisan Negara ialah Bahasa
lisan Indonesia dan Bahasa tulis Negara ialah
Sahasa tulis .Indonesia serta Aksara Negara

izlah Aksara Indonesia.”

2.6.6.1.12. Bahwa Aksara Indonesia adalah Aksara Latin

2.6.6.2.

medel  Indonesia  untuk  warga negara
'ndonesia agar bangsa Indonesia mengerti
“ata-kata dalam bahasa Indonesia (P13 dan

P16 terlampir).

Bahwa kaidah tata bahasa dalam Bahasa Indonesia,
suatu kalimat yang lengkap terdiri dari subyek
(kalimat), (berisi kata kerja), obyek dan kata
keterangar (yang memberi keterangan yang

dikerjakan oleh subyek untuk obyek).

2.6.6.2.1. Bahwa Pasal 25 UU a quo berbunyi "Bahasa

'ndonesia yang dinyatakan sebagai bahasa
resmi negara dalam Pasal 36 UUD-NKRI
1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan
‘arggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai
~abasa persatuan yang dikembangkan sesuai

dangan perkembang peradaban bangsa.”

2.6.6.2.2. Rahwa dalam kalimat Pasal 25 ayat 1 UU a

auo tersebut subyek nya adalah "Bahasa
'ndonesia”, predikatnya adalah "dinyatakan
sebagai", obyek nya adalah "bahasa resmi
necara dalam Pasal 36 UUD-NKRI 1945" dan



2.6.6.3.

bahasa Indonesia dan  tidak
menerangkan fungsi bahasa
Indonesia sebagai bahasa resmi
negara dalam Pasal 36 UUD KRI
1945,
2.6.6.2.4.2. Bahwa dengan demikian bersumber
dari Bahasa yang diikrarkan dalam
Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober
1928 UU a quo hanya berkorelasi
atau  terkait  dengan bahasa
Indonesia sebagai sumber atau
berasal dari bahasa Indecnesia dan
tidak berkorelasi atau tidak terkait
dengan bunyi "bahasa Indonesia
vang dinyatakan sebagai atau
berfungsi  sebagai bahasa resmi
regara dtalam Pasal 36 UUD-NKRI
1945
2.6.6.2.4.3. Bahwa dengan hanya terkait dengan
stmber atau asal bahasa Indonesia
dan tidak terkait dengan dinyatakan
atau fungsi bahasa Indonesia
hertentangan dengan UUD-NKRI
1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat.
Bahwa dengan berlakunya bersumber dari Bahasa
yang diikrarkan dzlam Sumpah Pemuda tanggal 28
Oktober 1928 ULl 2 quo, Pasal 25 ayat (1) UU a quo
tidak tertulis bagian yang dimaknai sebagai bahasa
lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa
tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta aksara
negara ialzh aksara Indonesia maka UU a quo tidak
dapat dipergunakan untuk berkomunikasi baik lisan

maupun tulis sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1



26.6.4.

ayat (2) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
berbunyi "Peraturan Perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
melalui prosedur vang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undancan (Bukti P6 terlampir).
2.6.6.3.1. Bahwa dengan demikian dengan
berlakunya “bersumber dan Bahasa yarg
diikrarkan dziam Sumpah Pemuda tanggal
28 Oktober 1928” UU a quo, Pasal 25 ayat
1) UU a quo bertentangan dengan UUD-
MNKR! 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum vyang mengikat serta merugikan
hangsa dan negara Indonesia termasuk
merugikan  hak konstitusional Pemotron
yang dijamin Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G
2vat (1) dan ayat (2).
Bahwa hukti norma hukum "bersumber dari bahasa
yang dikkrarkan dalam Sumpzh Pemuda 28
Oktober tahun 1928" mendiskreditkan bangsa
‘ndonesia ada'ah : "bahwa bahasz yang diikrarkan
datam Sumpah Pemuda tanggat 28 Oktober tahun
1928", adalah bahasa Indcnesia yang
menggunakan ejaan lama atau ejaan Van
Ophuijsen.
2.6.6.4.1. Bahwa esiaan Van Ophuijsen adalah ejaan
aksara Latin model Belanda untuk warga
negara Belanda agar bangsa Belanda
mengert! kata-kata dalam Bahasa Melayu"
{Bukti P13 terlamepir).
2.6.6.4.2. Bahwa dengan demikian bersumber dari

Bahasa yang dikrarkan dalam Sumpah



Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo
yang berbunyi "bersumber dari bahasa
yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda
tanggal 28 Oktcober tahun 1928" hanya
terkait atau berkcrelasi atau berhubungan
dengan bahasa Indonesia yang
menggunakan ejaan lama atau ejaan Van
Ophuijsen akan tetapi tidak terkait atau
tdak berkorslasi atau tidak berhubuncan
dengan "Bahasa Indonesia yang dinyatakan
sebagai bahasa resmi negara dalam UUD-
NKRI 1945.

2.6.6.4.3. Bahwa ‘“bersumber dar! Bahasa vyang

ditkrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal
22 Oktober 1928” UU a guo yang tidak
~arkorelasi atau tidak berhubungan ztau
tdak *erkait dengan bagian 1 UU a cuo
veng berbunyi "Bahasa indonesia yang
dirvatakan sebagai bahasa resmi negara
Jdalam  UUD-NKR! 1945 dengan tidak
memberi keterangan "bahasa lisan negara
ialah bahasa lisan Indonesia dan bahasa
tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia

serta aksara negara ialah aksara Indonesia

[

an fustru mengaitkan atau
mangkorelasikan atau menghubungkan UU
a guo dengan ejaan Van Ophuijsen maka
rorsumber dari Bahasa yang dikrarkan
dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober
1928 UU a quo vang berbunyi "bersumber
Ja+ bahasa Indonesia yang diikrarcan
ca'am Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktoler

1028" mengakibatkan UU a quo tidak dapat



2.6.6.5.

dipakai untuk berkomunikasi lisan maupun

tulis.

2.6.6.4.4. Bahwa dengan berlakunya UU a quo yang

tidak dapat digunakan berkomunikasi lisan
maupun tulis maka dokumen resmi negara
yang berupa surat keputusan, surat
herharga, dan semua kegiatan baca tulis
narca negara tidak dapat dilaksanakan,
‘armasuk  merugikan hak konstitusional
P2mohon.
Bahwa “kersumber dari Bahasa yang diikrarkan
dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928”
UU a qun terbukti secara faktual mendiskreditkan
bangsa Indoresia dengan berpola terstruktur,
sistimat's dan masif (TSM). Beberapa diantaranva
adalah dalam (i) pembuatan undang-undang a quo
yang dilakukan oleh DPR dengan persetujuan
hersama Presiden (ii} pembuatan Peraturan
Presiden yarng dilekukan oleh Presiden (i)
nembuatan Peraturan Menteri yang dilakukan oleh

Menter?

2.6.6.5.1. Bahwa dengan berlakunya “bersumber deri

Bahasa vyarg diikrarkan dalam Sumpan
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a
cuo, dalam pembuatan Pasal 25 ayat 1 UU
z quc menggunakan ejaan Van Ophuijsen,
nendiskreditkan  bangsa dan negara
'ndonesia dengan mengorek-orek !uka lama
sebagai - jajahan Belarda
hehwa  pendiskreditan  ini dilanjutkan
dengan bherpola terstruktur, sistimatis dan
~zasif (TSM).

2.6.6.5.2. 3ahwa bukti pendiskreditan terstruktur,

sistimatic dan masif {TSM} hierarki di



bawah undang-undang a quo Vvyaitu
"Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019
tentang penggunaan Bahasa Indonesia”
menggunakan ejaan Van Ophuijsen dengan
"Aksara Latin" sebagaimana dimaksud
dengan Pasal 32 sampai dengan pasal 39
Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019.
Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
(Bukti P14 terlampir).
2.6.6.5.2.1. Bahwa penggunaan Aksara Latin
ini tanpa ada penjelasan model
aksara Latin (Aksara Latin
modelnya banyak, model
Belanda, model Inggris dan lain
lain ).
2.6.6.5.2.2. Bahwa penggunaan Aksara Latin
tidak sesuai kaidah baku atau
kaidah standar bahasa
Indonesia.
2.6.6.5.2.3. Bahwa penggunaan. Bahasa
Indonesia dengan aturan bahasa
tulis tidak baku atau bahasa tulis
obrolan tidak dapat
dipertanggungjawabkan secara
ilmiah (Bukti P8 terlampir).
2.6.6.5.3. Bahwa  hierarki di bawah Peraturan
Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang
Penggunaan Bahasa Indonesia yaitu
Peraturan Menteri membuat Peraturan
"Pedoman" penulisan baca tulis bangsa
Indonesia.
26.6.5.3.1. Bahwa "Pedoman" kegiatan
baca tulis yang dibuat dengan

Peraturan Menteri Pendidikan



2.6.6.6.

dan Kebudayaan nomor 50
tahun 2015 tentang Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia,
(Bukti P15 terlampir).
2.6.6.5.3.2. Bahwa Ejaan adalah istilah baku
untuk  Aksara (Bukti P11
terlampir), bukan untuk bahasa.
2.6.6.5.3.3. Kaidah baku untuk bahasa
disebut "tata bahasa" {Bukti P12
terlampir).
Kerugian potensial Pemohon dengan berlakunya
“bersumber dari Bahasa yang diikrarkan datam
Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a
quo, Pemohon gagal menghentikan celaan, olok-
olok, cemoohan abadi terhadap bangsa dan negara
Indonesia yang diantaranya berbunyi “"Katanya
bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, kok
mau didiskreditkan, katanya bangsa Indonesia
sudah n.erdeka, kok masih menggunakan ejaan
Van Ophuijsen yang sudah almarhum, katanya
bangsa Indonesia adalah bangsa yang pintar kok
UU bahasanya tidak dimaknai bahasa lisan dan
bahasa tulis! Katanya bangsa Indonesia adalah
bangsa yang rasional kok memakai UU JADI-
JADIAN ! Bahwa olok olok, celaan dan cemoohan
terhadap bangsa dan negara ini meresahkan
Pemohon , namun olok olok, celaan dan cemoochan
itu menurut Pemohon argumennya masuk akal dan
oleh karena Pemohon tidak dapat meng-counter
argumen yang menyatakan bangsa dan negara
telah didiskreditkan dan telah menggunakan UU
JADI-JADIAN dengan berlakunya “bersumber dari
Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda
tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo maka



2.6.6.7.

Pemohon mengajukan Pengujian Undang Undang

(PUU) untuk berlakunya “bersumber dari Bahasa

yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28

Oktober 1928” UU a quo terhadap Pasal 27 ayat

(3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2} yang terdapat

dalam UUD-NKRI 1845 yang menjamin hak-hak

konstitusional Pemohon.

Kerugian hak-hak konstitusionai Pemohon yang

dijamin UUD-NKRI 1945 antara lain.

2.6.6.7.1. Pasal 27 ayat (3) selengkapnya berbunyi :
"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan negara.”
Dengan berlakunya bersumber dari Bahasa
yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda
tanggal 28 Oktober 1928 UU a quo yang
mendiskreditkan bangsa dan negara
Indonesia merugikan hak konstitusional
Pemohon untuk ikut serta dalam upaya
pembelaan negara yang dijamin Pasal 27
ayat (3) UUD-NKRI 1945,
2.6.6.7.2. Pasal 28G avat (1) selengckapnya berbunyi

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri
nribadi, keiuarga, kehormatan, martabat
dan harta benda yang ada di bawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.” Dengan berlakunya
“bersumber dari Bahasa yang diikrarkan
datam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober
1928” UU a quo yang menyebab kan UU a
qguo tidak dapat digunakan  untuk
berkomonikas lisan dan tulis dan

menyebabkan digunakanya UU JADI-



2.7.

JADIAN merugikan hak konstitusional
Pemohon untuk mendapat perlindungan diri
pribadi, kehormatan, martabat yang dijamin
Pasal 28G ayat (1) UUD-NKRI 1945,

untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia dan berhak memperoleh
suaka dari negara lain.”
Bahwa dengan berlakunya "bersumber dari
Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a
cuo yang menyebabkan UU a quo tidak
dapat digunakan berkomunikasi lisan dan
tulis sehingga komunikasi meggunakan
undang-undang JADI-JADIAN
merendahkan martabat Pemohon dan
merugikan hak konstitusional Pemohon
yang dijamin Pasal 28G ayat (2) UUD-NKRI
1945,

Kesimpulan kerugian konstitisional potensial spesifik (khusus) dan
aktual Pemohon dengan berlakunya bagian frase yang berbunyi
"bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda
tanggal 28 Oktober tahun 1928" Yang Memberi Keterangan Pada
Bagian Frase Yang Berbunyi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan
sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI tahun 1945"
UU A QUO Artinya Pasal 36 UUD NKRI 1945 yang berbunyi "Bahasa
Negara ialah Bahasa Indonesia dinyatakan, dengan keterangan
berinterpretasi menggunakan ejaan Van Ophuijsen yang sudah
almarhum sehingga UU A QUO menjadi Undang-undang jadi-iadian
yang bertentangan dengan UUD NKRI| 1945 dan tidak mempunvai

kekuatan hukum yang mengikat.



2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

Bahwa dengan demikian kegiatan baca tulis resmi negara,
seperti pembuatan surat keputusan, surat berharga, ijazah,
surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat
perjanjian, putusan pengadilan dibuat berdasar pada
undang-undang jadi-jadian. Hal ini mendiskreditkan
negara.

Definisi mendiskreditkan menurut KBBI adalah "berusaha
untuk menjelek jelekan atau berusaha untuk merendahkan
kewibawaan". Bahwa berusaha untuk menjelek jelekan
atau berusaha untuk merendahkan kewibawaan negara
merugikan hak konstitusional Pemohon berupa hak dan
wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang
dijamin Pasal 27 ayat (3) UUD NKRI 1945 Yang berbunyi
"Setiap warga nagara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya pembelazn negara.”

Bahwa dengan berlakunya frase bersumber dari Bahasa
yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28
Oktober 1928 UU a quo sehingga surat identitas diri
Pemohon yang berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga, ijasah dan lain lain dibuat berdasar undang-
undang jadi-jadian merugikan hak konstitusional Pemohon
yaitu hak untuk perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah
kekuasaanya yang dijamin Pasal 28G ayat (1) yang
berbunyi : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri
nribadi, keluargz, kehormatan, martabat dan harta benda
yang ada dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi.”

Bahwa dengan berlakunya UU a quec dengan frase
berbunyi "bersumber dari bahasa yang dikrarkan dalam
Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928" sebagai

seorang guru Madarasah Aliyah Negeri 2 Bojonegcro,



2.8.

walaupun bukan guru Bahasa Indonesia sering ditanya

oleh murid-murid yang lebih kurang berarti sebagai berikut

"Bu mengapa bangsa Indonesia masih menggunakan
ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen sehingga bangsa
Indonesia memggunakan undang-undang jadi-jadian ?7?7"
Dengan tak perrah bisa terjawabnya pertanvaan tersebut,
Pemohon sebagai seorang gury merasa tidak kompeten,
menyiksa batin Pemohon karena tidak bisa mencerdaskan
murid-murdnya. Hal ini merendahkan harkat dan martabat
Pemohorn dan merugikan hak konstitusional Pemohon
yang dijamin Pasal 28 G ayat (2) vang berbunyi : "Setiap
orang berhak untuk bebas dari penyiksaan can
nerlindungan dari perlakuan yang merendahkan deraiad
martabat manusia dan berhak mempercleh suaka politik
dari negara lain."

Bahwa dari uraian diatas Pemohon telah memiliki kedudukan hukum

(legal standing) karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan

sebagaimana dimaksud dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4

Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 02 tahun 2021 tentang Tata

Beracara Dalam Perkara Panguiian Undang-Undang vang diperkuat

dengan putusan MK nomecr 06/puu-lll/2005 dan perkara nomor 11/

puu-V/2007

Yaitu :

1. Pemohon diberi hak kcnstitusional oleh UUD-NKRI 1945 berupa
Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2).

2. Hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya
bagian frase yang berbunyi "bersumber dari bahasz yang diikrarkan
dalam Sumpah Pemuda ‘anggal 28 Cktober tahun 1928" yang
merupakan bagian UU a ¢uo.

3. Kerugian konstitusional potensial, bersifat spesifik (khusus) dan
aktual yaitt Pemohon seshacai nerorangan warga negara indonesia
merasa hak konsttusicralnya untuk ikut serta dalam upaya

pembelaan negara ketika negara didiskreditkarn (cidiskreditkan



menurut KBBI artinya berusaha untuk di jelek-jelekan atau
berusaha untuk merendahkan kewibaan) yang dijamin Pasal 27
ayat (3) UUD NKRI 1945 dan Pemohon merasa hak
konstitusionalnya dirugikan yaitu hak untuk dapat perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang
dibawah kekuasaannya ketika Kartu Tanda Penduduk, Kartu
Keluarga, ijazah dan lain lain dibuat berdasar undang-undang jadi-
jadian yang dijamin Pasal 28 G ayat (1). Serta sebagai guru
madarasah aliyah negeri 2 Bojonegoro tidak dapat menjawab
nertanyaan mengapa bangsa Indonesia menggunakan undang-
undang jadi-jadian sehingga bisa dianggap guru yang kurang
kompeten sehingga merendahkan martabat dan menyiksa batin
Pemohon, merugikan hak konstitusional Pemohon untuk bebas dari
penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat yang
dijamin Pasal 28G ayat (2) UUD NKRI 1945,

4. Ada hubungan sebab akibat berlakunya bagian frase yang berbunyi
"bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda
tanggal 28 Oktober tahun 1928" dengan kerugian hak konstitusional
yang diuraikan diatas.

2. Ada kemungkinan dengan dikabulkanya permchonan kerugian

konstitusional tidak lagi atau ticdak akan terjadi.

B 3 POSITA
ALASAN ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN BAGIAN PASAL 25 AYAT (1)
BAB lll BAHASA NEGARA UU 24 /2009 TENTANG BBLNLK

3.1.

3.2.

3.3.

Bahwa peada tanggal 13 juli 2079 telah i urdangkan “Undang-Undang
Bab lll Bahasa Negara UU 24/2009 tentang 3BLNLK.”

Bahwa Undang-Undang a quo mengikat secara hukum setiap warga
negara termasuk Pemohon sejak saat diberlakukannya.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONST!ITUS!

Pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi berburyi : "Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dzn terakhir yang putusannya bersifat final



3.4,

untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik indonesia Tahun 1945."

Bahwa pokok permasalahan adalah Pemohon merasa dirugikan hak

konstitusionalnya dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang

diikrarkan dalam Sumpah Psmuda tanggal 28 Oktober 1928” UU a quo

yang berbunyi" bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928."

3.4.1.

3.4.2.

Bahwa “hersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktcher 1928” UU a que teigh merugikan
negara dan bangsa !ndcnesia termasuk merugikan hak
<onstitusional Pemochon sehbagai perorangan warga negara
'ndonesia.
Bahwa dengan berlakunya “bersumber dari Bahasa yang diikrar<an
dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a cuo
mendiskreditkan negara berpola terstruktur, sistimatis dan masif
TSM) dar UU a quo tidak dapat digurakan untuk berkomunikesi
lisan dan tulis.
3.42.1. Bahwa penjelasan lebih 'aniut “bersurber dari Bahasa
vang diikrarkar dalem Sumpah Pemuda tanggal 28
Qktober 1928” UU a quo yang mendiskreditkan negara
zdalak sebagai barikut
3.4.2.1.1. Bahwa "bzhasa vang diikrarkar dalam Sumpzh
Pemuda tangeal 28 Oktober tahun 1928”
adalal Bahasa Indonesia yang menggunakan
2iaan fama atau ejaan Van Onhuiisen.
34212 2

aksarz Latin model Belanda untuk warga

{0

hwa ejasn Van Ophuiisen adalzh ejzzan

negara Belarda agsr bangsa Belanda mengerti
ata-kata dalam bahasa Melavu.

3.4.2.1.3. Bahwa sejak diryatakannva  berlakunya
o'aan Suwandi =2tau ejaan Republik bangsa
'ndonesia tidak lagi menggunakan ejaan Van

Qnhii=zen.



3.4.22. Bahwa UU a quo tidak dapat dipergunakan untuk
berkomunikasi lisan dan tulis karena berlakunya
“bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU 2 guo.
3.4.2.21. Bahwa karena berlakunya “bersumber dari
Bahasa vyang diilkrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo
didalam UU a quo tidak terdapat keterancan
“vang dimaknai” berfungsi atau dipergunakan
sebagai bahasa l'san negara ialah bahasa
Hean indcnesia dan hahasa
tulis negara alah bahasa tulis Indenesia serta
aksarz negara ‘zlah aksara Indonesia.

3.4.2.2.2. Bahwa dengan demikisn UU a quo tidak darat
dipergunakan untuk berkomunkasi lisan dan
tulis sebageimana uraian diatas, negara tanpa
menvadari menggunakan undang-undang izdi-
‘adizn untuk menulis dokurren resmi negera
sepertt syurat keputusan, surat identitas dir,
2utrsar pengadilan dan seluruh kegiatan baca
“ilis warga Indonesia, hal ini marugikan werga
negara Indonesia termasuk merugikan hak
konstitusional Pemchon sebagai perorancan
warga nagara Indonesia.

3.5. Bahwa Pasal 25 ayat (1) urdang-undang a quo berbunyi "Bahzsa
Indonesia yang dinyatakan sebagai banasz resmi negara dalam Paszal 26
UUD-NKRI 1945 .bersumber dari hahase yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan yang
dikembangkan sesuai dengan d'namikza peradaban bargsa."

3.5.1. Bahwa Pasal 36 UUD-NKR! 1945 bherbunyi "Bahasz Negara ia'ah

Bahasa Indonesia."

3.6. Bahwa yang dimohonkan Pzmchon urtuk pengujian adalah bagian Pasal
25 ayat (1) UU a quo yang kerteatangar dengan UUD-NKRI 1945 <an

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah bagian yang



3.7.

berbunyi "bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda

tanggal 28 Oktober tahun 1928."

Bahwa terdapat pertentangan atau tidak ada korelasi bagian yang

berbunyi "Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagz: bahasa resmi

negara cdzlam Pasal 36 UUD-NKRI 1945" dengan bagian yang berbunyi
"bersumber dari bahasa yang diikrarkar dalam Sumpah Pemuda 28
Oktober 1928" LU a guc.
3.7.1. Bshwa kalau dicermati, bunyi Pasal 25 ayat {1} UU a quo adza 2
kata kunci yang bertentangan atau tidak ada kecrelasi yaitu kata
"dginvatakan sebagai" dan kata "bersumber dari "
3.7.1.1. Bahwa kaa "dinyatakan sebagal™ menurul KBBI berarti
"berfuncsi”
Contch dalam kalimeat 1 "Presiden dinyatakan sebagai
kepale necarz" hererti "Presiden herfungsi sebzgai
Kepala negara" 2 "Anggota DPR dinyatakan sebagai
wakil rakvat" berarti "Anggota DPR berfungsi sebzcai
wakil rakyat" "Bersumber cdari” menutut KBBI berzrti
"berasal dari" Contoh 1 "Air itu bersurmber dari mata air"
berarti "Alr #tu berasal dari mata air” Contoh 2 "penyakit
*u bersuber dar” kuman" berarti "penyakit itu bearasal dari
Kuman"

3.7.1.2. SBahwa katerangan ‘“barsumber atau berasal! pada
hersumber dari Bahasa vang diikrarkan dalam Sumrczh
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928" UU a quo tidak ada
xorelasinya  etau  bertentarcan  dengan  dinyataksn
sebzagai atau erfurgsi sebacai pada hagiarn 1 U 2 ouo.

3.7.1.3. Z2hwa dengan “bersumber dari Bahasa yang diikrarkan
dalam Sumpah Pemuda t.anggal 28 Olktober 1928" ') a
aU0 yang harva member! keterangan bersumber dari
atau beresel dari hahasa vang ditkrarkzn dalam Sumszh
Pemude tangga’ 28 Ckicher tshun 1822 pada bagian 1

UU a cue mela Bahasa Indonesia tidak danat dinyatalian

5}

tan fdak danet berfungsi sebacgai behzss resmi necera
calam Pasa!l 32 JUD-NKR!' 1945,



3.7.1.4.

3.7.1.5.

3.7.1.6.

3.7.1.7.

3.7.1.8.

Bahwa bagian 1 UU a quo untuk dapat dipergunakan
untuk berkomunikasi seharusnya dimaknai dengan
"perbentuk bahasa lisan dan bahasa ftulis serta aksara
~egera ialah aksara Indonasia.”

Bahwa dealam pembuatan undang-vndanc a quo,
“syersumber dzri Bahasa yarg diikrarkan dalam Sumgah
Pemuda tengca! 28 Oktober 1628” Pasal 25 ayat 1 U a
cuo tidak bharmakna sebzcat Bahasa l'san negara izlah
Bzhasz lisan Indcnesia dz2r Bahase ‘uliz negara ia'zh
S=hasa tulis Indonasia serta Aksara regara talah Aksara
'ndonesia yang menerangkan bagian 1 Pasal 25 ayat (1)
e cuo.

Zahwe zkihat Racian 1 Pasal 25 ayat /1) UU a gquo. “ata
veng berbuny "diryatakan sebagai" atau "berfungsi

3ghagal” tidak dimaknai sebagai bahasa lisan negara
atah hahzsa lisarn 'ndonesia dan batasa tulis necera
‘alah tahkasa ‘ulie Indorssia serta aksara negara ialah
aksare Indonesia maka UU a auc tidak dapat digunakan
merkomunikasi tisan dan kerkomunikasi tulis.

Sahwa dari uraian diates kata bersumber dari yang
hararti berzsa! deori tidak ada korelasinva atau #dak
“arkait atau  bertentangzn dengan kata dinyatakan
‘sebacai” atau “berfungs! sebagai.”

3anwa dengan demikia~ bedakurva “hersumber cori
3zhasa vang dilkrarksn dalam Sumpah Pamuda tenocal
28 Qkiober 1628" JIJ & quo tidak ada korelasi stau
Terntertancan  dence~ hacizn 1 DU a quo dan
hertertancan dengan UUDLNKR!D 1945 certz  tidak
mampunys keruztan ukum yang mengikat.

2ahwe  herdasar claberasi diatas  “hersumber <ari
Rahasa yong dikrarkan delem Sumpah Pemudzs tancosl
23 Q4foha- 122927 U 2 qus tidak =72 korelasi atau
certertanoan denger bezcoien 1 UU a quo selanjuta

cenguiian konstusionslitas bersumber dzri Bahase yerg



diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober
1928 UU a quo sebagai berikut.

PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS BERSUMBER DARI BAHASA YANG
DIKRARKAN DALAM SUMPAH PEMUDA TANGGAL 23 OKTOBER 1928 PASAL
25 AYAT (1) UU A QUO

~—

3.8. Bahwa herzumbe- darl Ba~asz yane 2iikrarkan daiam Sompah Pamoda
tanggal 28 Oktober 1928 bertentangan dengan bagian 1 UU a quo
selengkapnya bersumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemude tanggal 28 Okichar 1928 LU 2 ~uc yang berbunyi "bersumber
dari bahasa yang diikrzrken dalam Sumpah Pemuda tenggal 28 Okicher

tahun 1928" pencuiianya sebagai barikut

INTERPRETASI DAN ANAL!SIS

Bersumber dari Baiasa yang dikrarken d2'am Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober
1928 UU a quo ini recehar, invial dan jauh dari strategis, tidak memilki kepastian
hukum dan pada prirsinnya t dak mengatur apa apa, merupakan norma bukum yang
sangat lemah dan tidak menyelesaikan masalah sehab opsi bersumber dari bahasa
yang diikrarkan dalam Sumpab Pemuda tidak ade kaitanya atau bertentangan
dengan bahasa Indoresia varg dinyatakan sebagal bahasa resmi negara dalam

Pasal 36 UUD-NKR! 1945 Mamang ada kaitar dengan asal bahasa !ndonesiza t=9i

sebagai bahasa resmi negare multi interpretzci sshingga berpaluang pembiat
peraturan perunda g-undangan tidak cermat yang dapat membuat barsumber Jari
Bahasa yang diikraran dalam Sur~pah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU a cuo

melenceng jauh dan bahkar ~mendisk -2d* zn nenara 4an hargsa Indonesia.

3.9. Norma hkersumber dad hehzsz yanc dikrarkan dalam Sumpah Pamuda
fanggal 22 Oktoker 022 "+ muM interpretasi Clantaranva dapat
diinterpretasikan bahwa bzahasa Indonesia yang dimaksud dengan bahasa
yang ditkrarkan tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah bahasez Indonesia
yang menggunakan ejzan  lama atau  ejaan  Van  Ophuiisen

Ejaan Van Ophuiisen adalah e'azn aksars Latin mods! Belanda untuk



warga negara Belanda agar crang Belanda mengerlj kata-kata dalam

bahasa Melayu. Dengan demikian "Bahasa Indonesia yang dinyatakan

sebagai bahasa resmi dalam UUD-NKRI 1945 menggunakan ejaan Van

Ophuijs2n vang telah almarhum. Hz! ini mendiskreditan negara dan

bangsa !~donesia dan mengarek-crek 'uka lama bengsa indonesia

sehingga bertentangan dengan UUD-NKRI!I 1945 dan tidak memgpunvyai
kekuatan hukum varc mengikat sertz mea-ucikan seiuruh warca neceara

Indonesic termasik rmervgiken hak korctitusional Pemochon sekzgai

perorangan warg2 negara indonesia. Perizntancan norma ni mencakup

Pasal Pasal dalam UUD-NKRI 1945 sebagai berikut yaitu :

3.9.1. "Barsumber dari Bahasa vang dikrarkan dalam Sumpah Pemida
tanggal 28 Oktskber 18287 1JU a quc bertentangarn dengan Pasal 27
avat (2} vana berbunyi "Setiap warcgz nagara berhak dan wajib ikut
serta dalam upayz nembelaan negara " Bahwa dengan beriakunya
aorms hrkur ‘kersumber dari hebasa yane ditkrarkan da'am
Sumpah Pemuda tangge! 28 Oktckar 1928” menrgekibatkan negera
Helzk dapat mengcunakan U 2 que untuk berkeunikasi lisar dan
tulis dan Jengan beriakunya “be-sumber darl Babasa vang
diikrarkan dzlam Sumszh Pamrida tangoe! 28 Cktoker 10287 UL a
cun uptuk berkomurikas lisan dan fulis regara harus mendasarken
aeda WU jadi-jadian dz~gan mengounzkan ejzer Van Ophuiiszan
vang tetab elrarnum fnrpz model sehirgga bertertangan dergan
VLIDWAKR! 1945 gee cidal mamouryal kekustan hukum yeng
~angiat.

Hzlint mervgikan hak Yonstitusioral Pemohon don merugikan hak
A D kKL serie delem Lozva pembelasn nsgara Pemchon veng
dilamin Pasal 27 ayat 3 UUD-NKRI 1945,

3.9.2. "Bersurber dart Bahaca vang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda
tarcgal 28 Okisber “828" UU 2 guo hartertzrgar dencan Pssal
23C gyal (1Y ULD-NKRI 1945 yvang bef‘bunyi : "Seliap orang berhak
gizs perlindungar difi nribadi, ke'uarga, Kehormatan, martabat dan
herta beadas yang ada dbawab kekuasaanya serta berhak atas
reza amean deri peri-dungar dash ancaman ketaikuian untuk terbozt

P

wu tidek berbust sesuatu vang  merupakan  hak  asasi

X5}



Interpretasi bahwa dengan berlakunya bersumber dari Bahasa
yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1628
UL a quo untuk melakukan kegiatan baca tulis harus menggunakan
JU Jadi-iadian merugikan hak perlindungan diri pribadi, keiuarga,
kehormatan dan martabat Pemohon yang dijamin Pasal 28G ayat
Y UUD-NKRI 1048
3.9.3. 2ahwa “hersumber deri Bahasz yang diikrarkar dalam Samzeh
Pemuds tangoa! 28 Oklinber 1228” UL 2 quo bertentangan dengan
Pesa! 28C zvat 2 yang menjamin hak konstitusional Pemohon.
Ze'engkeprvya kerbunvi "Satiap orang berhax untuk bebas dan
cenyiksaan dan osrindungan atas oerlakuar vang merencahkan
martabgl mapusia gertz berhak memboercleh suska politik dari
regars lain Bahwa dengan berlakirya bersumber dari Bahzsa
v dikearken dalam Sumpah Remrude tangga! 28 Okicher 1928
VI 2 cuo Pamohon tzrpaksz menccinakan kemunikasi dencan
bardasar pada U'J JADRVIADIAN merendahkan martabat Pemchan
~marueikan hak konstitusional Pemcher yang dijamin Pasal 258G
aval 2 UUID-NKR! 1045

BUKTI INKONS™'™SIONA. FAKT AL BERSUMBER DAR! BAHASA YANG
DIIKRARKAN DAL &AM SUMPAH PEMUDA TANGGAL 28 OKTOBER 1928 PASAL
25 AYAT (1) UU A QUO

Bahwa Pasal 25 vzt 7 ULl 2 qaz bharnyl

" BAHASA INDONESIA YANG DINYATAKAN SEBAGAI BAHASA RESMI NEGARA
DALAM PASAL 36 UUD-NKRI 1245 bersumber dari hahasa yang diikrarkan dalam
Sumpah Pemudz =~ 533! 28 Dkishar 1628 SERAGA! BAHASA PERSATUAN YANG
DIKEMBANGKAN SZSUAI DENGAN TINAMIKA PERADABAN BAMGSA ™

3.10. Bahwa rcrme rokum “herswmbe dad Bahasa yang dikrarkan deiam
Sumpah Pzmuda ‘anagal 22 CTkisher 158287 UL = quo  berbunyi
"bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 28

Oktober tzhun 19728 telzh merdiskreditker (herusaha Untuk) mene'=k-



jelekkan atau melemahkan kewibawaan (arti dalam KBBI) bangsa

Indonesia secara abadi dan terbukti secara faktual pendiskreditan abadi

ini berpola terstruktur, sistimatis dan masif (TSM) diantaranya adalah (i)

dalam pembuatan Undzng-Undang a quo yang dilakukan DFR dengan

persetuiiar hersara Presiden (i) dalam pershuatan Peraturan Presicen

yang <Jizkulizr oish Presiden dan {i#) deiam pembuatan Peraturan

Menteri vang di'zkuken 2leb Mearari,

3.10.1. Bohwa Nermea hoioam "bersumber deri behazsa yang dikrarkan

delam Sumpar Peruda langgar 28 Oktober ‘ahun 16287 multi

irterpratag!

21011 Rarwa saleh zote nleroretssi edea'zh hahwa hahas
vang dikrarkan dalam Sumpah Permuda 28 Oktshar
“928 adalah bahasa Indonesia yang menggunakan
staar farz wtal siazn Yan Cohuiiser

27012, Bahwe deroroe hardelucye fhersurher dadi 2ahasa
yarg diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28
Oltebs 109227 Ul 2 2ue yvang mengounakan ejaan Van
Dphuiiser yang sadah a'marhum maka '!U & quo dapat
dinyatakar  sebaczi UU  JAD-JADIAN  YANG
CIGUNAKAN BANCSA DAN NEZARA INDONESIA
vara bettentangan dengan UUD-NKR! 1845 dan tidak
rempunvai kelkuatar hukum yang menagikat merugiken

nak konstituzional Pemohon vang dijamin Pasal 27 avat

3.10.1.3. Sahwa dengan UU a ousc menggunakan ejaan Van
2nhuiisen kisrarki dhawah UU 2 ouo vaits Pernres
532019 ‘entang Perggunaan Sahasa Indonesia veang
meruivk c2dz UU 3 quo juga mencounakan eizan Ven
Drhiilser yenz mendiskraditkan berosa dan rzcora

[Py
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2.10.1.4. Zzhwz dengan demikian iuga Permandikbud £0/2075
tentarg Pedomar Unum Sizan Bahesa 'ndonesia.
3.10.2. Bahwa de~gan demikian derngan berlakunva “bersumber dari

sehase yzrng cdiikrarken delam Sumsnah Pemuda tanggal 283



3.11.

Oktober 1928" UU a quo yang menggunakan ejaan Van

Ophuijsen mendiskreditkan bangsa dan negara dengan

mengorek-orek luka lama bangsa Indonesia yang dijajah Belanda

yartaptangan dencan UUD-NKPR! 1245 der tidak mempunvai
waketan hukurr yang mengikat.

21021 Bahwa penciskreditan bangsa dan negara Indonsia
dzngan rterlakunyz “bersumber dar Bahasa varg
diikrarkan da'am Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober
022" YU 2 cuo beraola tergtriktur, sitimatis dan massif
TTEMY terssbit *arbukr berentance~ dancarn ULD-
MR QA5 diertidsk mempunyal kekvelar hukum vang
Teragikat

3.10.3. Bahwa dergszr “harsumhber dar’ Bahesa yarg diikrarkar dalem

Sumpah Pemuda tznggal 28 Oktober 1928" UU a ouo

mengguneakan ziaan Van Ophuijsen maka bunyi bagian 1 UU a

sLo meniz? "Eakese irdonesia yeng dinyatakar sebagai behaca

=gl negara daam UUD-NKRE 1945 menggunakan ejaan Y2n

Crhuiisen bertentangan dengen UUD-NKRI 1945 dan tidak

arpenyel kexuatan Rukem verg mengikal merugikar Rak

Lorstitusionat Perrchon.

Batu Uji FRASE "bersumber d=r bzhasa yarg dikrarkan dalam Sumesh
Pemuda terggal 28 Oktaber tahur 1028"
3.11.1. Rahwa S'mhei regara ada 4 yaitu: Bendera, Bahasa cdan

Lzmbang Nagzra carfa Lagy Kehangsaan.

3.11.2. Bahw

S
MR e

—~

imbo! recars Bendera terdapat dalam Pasal 35 UUD-
4% borpo-vd "Benderz Neagara Inderasia izleh Szng
Viargk Putih" o Sirkel negara Sahscsa terdapat dalam Pasal 36
CUDANKRD 1945 werhonyi 'S Rahasa Necsra izlah Bahszsa
tinonesis’ Siman! Negare Lambane Negzrs terdanat datzm
asal Z¢A UUD MKR! 1945 terbumvi "Lambang Negara faigh

anzaszila dunoan zamhoyan Bhineka Tungga! ke

]

3

]

Y
i)
2
3

csoap ialar vdonesia,



3.11.3.

3.11.4.

3.11.5.

3.11.6.

Bahwa selanjutnya ada Pasal 36C UUD-NKRI 1945 yang
berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa,
Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan diatur dengan undang.”
“amya urdang-undang vang mengeatur simoo! negara Bendera,
Zanase dan Lambang Negera sarta Lagu Kehangsaan adalzh

-Lndang Nermer 24 Tahun 200¢@ Tantzane Bendera,

[
Lrden

{ )

Tohzeg Den Lamrhkarg Necera Sertz Lagu Kebargsaan.”
T~z Ul a roe dibagl delam bab-heb ses 2 dercan nema
simtel negara vaitu: Beb I, Sab i!‘!, Bab tV dan Bah V.
“=rwa tiap bab membual  Pasal  undang-undang  yang
dianteranva menerargkan/mencu-zian/memak-ai Pasal Pasal
FUD-NKR! 1045
21151, 2ab ' Fendera Necara UlJ 24/2009 fantang BBLMNLK
sebacal ketentuar lebih lanjut Pasal 35 UUD NKRI
145 membuat Pasal 4 UU 24/2009 tentang BBLNLK.
70752, Zab "t Raheca Necara ) 24/200€ tantane B3LNIK
agbaca’ kelentuan lsbih lanjut Paszl 25 UUD-NXRI
2uet Pase’ 28 UU 24/2000 t=atanc BBLNLK.
cara UU 24/2003 tantang E2LN_K
ebaca’ ketertuar Isbin faniut Pasal 38A UUD-NKR]I
€ U 24/200¢€ ‘entang BRILNLK.

20 Laouw Kebangsaan UU 24/2002 “entane B3LNLK

N
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]
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TOAS mpmnhon! Pogel

=N

=ehacal alantuan ‘ahin lanipt Doge’ 2R UUD-NKR

Al

Serwa Posal 28 auat 1Y UMD 24/228C ctentzre 2EUN

—
Iy l-)
N

merupakar Xelsntvan lebih jznjut Pasal 22 UUZ NKR

berbunyi "Bahacz irdonesic y2-o Cinvataken szhaga’ bahesa

z3mt dazm Pase! 3% UJD-NKR!D 1645 Lersu~ber dari bahasa
‘org dikrarkan da'sm Sumpsh Pemmuda anggal 28 Oktebar

whun 1928 sebacst kehasa rersatuan vang dikembargkan

czaual dercar dinsmiva teradzban bangeal”

ZAT e Bzhwa Paceaf 36 UUD MKR!D 1845 harbuny "Bahnsa

~2gata is'eh B2hess Indonesial”

S‘J



3.1

&

3.11.6.4.

3.11.6.5.

[y}

{5

3.

A

4

1.6.2.

~a
e}
o

1.6.6.

11.6.9.

Bahwa bagian frase yang berbunyi "Bahasa indonesia
vang dinyatakan segbagal bahasa resmi negara dalam
~asa!l 36 UUD NKRI 1945 diberi keterangan bagian
‘rege yare berbunyl "bersumber dst bahasa yang
dilkrarkan deiam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober
‘ahur 1828" vang perirterprefast menggunakan eiean
ame atau eiaan Var Op-uijsen.

Sehwa deraan demikian Pasal 36 UUD-NXR! 1¢45
vEn¢  berburyi "Rahzsa  Negarz  ialak Bzhasa
ndonesia® dinraiken/diraknal sebagal menggunakan
2iaar lama gfag e'22n Von Cohuijsen,

2ahwa "ejlcan lama atau ejaan Var Ophuijsen adzia!

2izan

V]

ksars Latn model Belanda untuk warga negzra
Relanda ‘dan igjzhannve di Indonesia ???) agar orang
~enda mancert kata-kata daiam hshaza Malavg

MRURE P 1T ferlampin,

ves U s oo mengcmaken aiaar lama atau eiean
an Dohiigan,

T'gan 'ara atay 2izani Van Oohuiissn barlaku dari
“ahurn 1901 campal tshun 1047 yers bamudian dicent
encer gizan " AKSARA INDONESIALY

=22 TAMSARAIMDONESIA" barlake mulz adanva

L

[
sizan Suwardi ztan alzan Ranubli carnsal sekarans
CAKEARA CIMOONISIAY zaaisl aksara Latin model

nderesia ntob werga nsgara Indenssia agar orang
donesia maagert kata-katr dalam hahasa 'ndoresia
Teoert MAkesra MNelma" sdalgh Llears Arab odel
Zaohwe eghrrusnva’samestinye Pesa’ 26 LUUD-NKR]
TCAS yenr Dardoyt "BAMASA S MEGARZ ALAYH

2AEASA INDONESIA"  dimaknai/diuraikan  sebagai



"Bahasa lisan negara ialah bahasa lisan Indonesia dan
bahasa tulis negara ialah bahasa tulis Indonesia serta
aksara negara ialah aksara Indonesia" oleh UU a quo
yang meruczkan UU yang mengatur ketentuan lebih
rjut Pasal 36 UUDNLR! 1945.
3.11.6.10.33hwa tanna rremaknai/mamberi keterargan Pasal 36
D NKR! 1045 varg berbunyt "Behasa negara ‘2lah
nahasa Indenesia” dengan makna atau arti "Bahasa
=z regara lalah bahasa lican Indorzsia dan banasa
“ulis necana izlsh bahasa tviis Inconecie serta aksera
ra laish eksare 'nocresia "make U 2 que hanva
merupskan Ul paangan yeng tidal Zapat digunskan
aomuirikast 'ean maupen tulls eebacaimane dimaksud
deroan definisi bzhasa menuru? Dokin- Felisia Nuradi
Uteredews vane mendfinisikan "Bahasa acalah alat
comuniinet finen der tlis" (R kY PY fevlampin).
3.11.6.11. s
"bargumber dad behese vane ditkrackar dalam Sumpah

Pamuds te~ogal 28 Ckiober itzbup 1928 tanpa

@'zt barsikukuh mamoeriehatkan kateran

\t')

N

dimaknal "bakase lican negara 2izk banasa lisan
nrcrasia2 dzr bahasa tulis pagars ‘zlzh hahase tulis
‘ndonesia =23 2ksara necare jalah zksara ndonesia”
ek M a cuo rerunziian UU vang hanya barupa UU
oruls vang mengouonakar ejgan Van Oohuilsen yang

iofgh wlemgreene,

3.12. Sejarah ejaan diini-nas'a

1.

Pada tahun “901 Prefesor Charlas /an Ovphuiiser membuat eazan
aksara Latin rroal B2'2nda untuk warga negara Belanda agar orang
Belanca rercet kata-kata dalam hahasa Melayu
Ejagn tarsebur dischut 2izan Van Oghuisen ‘Bukt P13 terlamnir)
Sebealumnya hahase Ve'rap mengounskan aksarz Melayu.

Setalah bangza indonesia merdaeka tahun 1945, nada tahun 1047
Menrdikbud Siwar™ merbtuat eizan aksara Indonesia vaitu sizan

aks=ra aksarn Lofin rodal 'ndoresia vntuk warge ~egara Indonesia



agar crang Indonesia mengerti kata-kata dalam bahasa Indonesia,
menggantikan ejaan Van Ophuijsen yang disebut ejaan Suwandi
atau eiaan Repubiik.

Pada tahun19E€ zizan Suwandi diganti dengan gjea~ Pambaharuan.
Daca tzhun 19€1 2'aan Pembeheruan diganti dengan sjaan Malindo.

Pada tazbun 1967 ejaan Malindo diganti dengan ejaan Lembaga

sizgn yang disempurnakan diganti dengan
Pecdorer Unnamn Fizer Rahass Indenecia games’ fabun 2022 yeng

kemudian digart 'a?l meniadi elgan yang disempurnakan sampai

3.12.7. stz " Pademezr Umom Eizar Bahasa Indenesiz " adalah "salzh

zranz pipan

Yy

defgh izlek by vmick YO AMSARAT sebircca
saborusnya " Fadoman Umum Ejaan Aksara Indonesia " (Bukti
=11 terlarrniet, Termzzuk judul isntang “Ejaan Panass Inderesia
Vang Bisermummakar” verg dibuat Badan Pzrisembangan Dan

Perindungan Bahaeza, !_>era”tij'.'du?r“_-/a ssharisrys "Liaan Arsara

3.12.2. B=~me 2ksara Indenesiz adalah aksers lai~ vode! Indonasia

vt d Foymryrm " e g | -7 et - .
sty Waras MNareara indeonesias ages orang onesiz marood

2lzaezta Jz2lam Bahasz 'ndonesia. Contoh: Aksara Melayu

zdziab Avzava Arah modal Melava /Bl P16 tariamaiv).

3.12.3. RPzhwa s2vue siaar zksara !atin mrodel Indenasia vang dibust

~anaga Indonasis rremakai aksars Indorecis.

3.12.4. Rahwa =ive- cheare 2tn wadal Bolanda vang dibuat bangsa

D]
1)
3
[
jeb]
\-\I_
JAY]
~
3
jab]
T
(93]
w
~
0
5
:
"3
3
iy
[N
]
&
[
9]
3
(o]
5
=
w2

1 cibuet bzaosa

lecsnn de2nozvsats 'BVr mede! P,’Ialaysia yang dibuat banrgsa



DALIL 1

Bahwa dapat dipastikan 100% dan tidak terbantahkan "Bahasa" yang diikrarkan
dalam Sumpah Pemuga tanggal 28 Oktober tahun 1928 adalah bahasa Indonesia
yang menggunakan ejaan lama atau ejaan Van Ophuijsen.

DALIL 2
Bahwa ejaan Van Onhuiisen adalah eiaan aksara Latin model Belanda untuk warga
negara Belanda agar ocrang Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa Melayu.

DALIL 3
Bahwa sejak diberlakukannya ejaan Suwandi atau ejaan Republik tahun 1947, ejaan
Van Ophuijsen merizd: almarhum.

DALIL 4

Bahwa dengan ber:zkunva persumber dari Bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 UU aquo yang berbunyi "bersumber dari bahasa
yang dikrarkan dalam Sumpan FPemuda itanggal 28 Oktober izhun 1928" maka
"Bahasa Indoresia" vasg merggunakzrn 2iazn Van Opnuijsen yanc sudah almarhum
berakibat UU a auc menjaai Ul JADI-JADIAN yang bertentangan dengan UUD-
NKRI' 1945 dar iidak mempunyai kekuatan hukum vang mengikat, vang
mendiskreditkan bangsa dan negara indonesia secara terstruktus, sistimatis dan
masif (TSM), merendankar. kenarmatan dan martabet warga negara Indonesia,
termasuk merenaankzn kehormatan dan martabat Pemohon sebagal perorangan
warga negara Indonesia merugikan hak xonstitusional Pemohon vang dijamin Pasal
27 ayat (3), Pasal 25C avat + ) dan ayat (2}

C. PETITUM
Bahwa dengan a:i=rzn alzsar vang ¢ urslkan distas dan buki bukii terlarioir
Pemohon memcncr «<epada Yang Wilia Majelis Hakim Mahkaman Konstitusi

Republik Indonesia uniuk memeriksa, mengacili 9an memutus sebagai berikut

ERGAD oAl e b POKOK PERKARA
1. Mengabulkan szrmohonan Pemones unwuk selurunnva.
2. Meyatakan "cerzumber dari pahasa yang dikrarkan dalam Sumpah Prmuda

tanggal 28 Okicoa "z n 1220 vany vamaoead keigrancan UL & quo tidak terkait

atau tidak ads ~ucingan =ra. Loax 20a «orelasi dengan Pasal 36 UUD-NKRI



1945 yang berbunyi "Bahasa Negara ialah Bahasa Indobesia" dan bertentangan
dengan UUD NKR: 1845 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang meangikat.
Menurut Pemohon bunyi Pasal 36 UUD-NKRI 1945 yang berbunyi "Bahasa
Negara ialah Bahasa Indonesia” tidak terkait atau tidak ada hubungan dengan
"bersumber dari hahasa vang diikrarkan datam Sumpah Pemuda tangga!l 28
Oktober tahun 1928 sehingga agar UU a quo tidak menjadi UU jadi-jadian
Pemohon memchon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
mengabulkan permohonan Pemonon agar Pasal 36 UUD NKRI 1945 yang
berbunyi "Bahasa NMegara iaian Bahasa Indonesia."

3. "Menyatakan usulan Pemohon (Artiningkun) Pasal 36 UUD NKRI 1945 vafg
berbunyi "Bahasz Necara ialan Bahasa Indoesia” vang terdana’ dalam UU a auo
diuraikan atau dimaxnal cengan ‘pahasa lisar negara ialan bahasa iisan
Indonesia dan tahasa tuis negare ialah babasa tulis Indonesia serta aksara
negara ialah aksarz indonesia (aksarz latin mode: Indoresia)’ seningga Pasai 25
ayat (1) UU a quc menjaci berounyi "Banasa indonesia vang dinyatakan sebagai
bahasa resmi negara dalam nasal 36 LUD NKRI 1245 berbunyi bahasa lisan
negara ialah tanasz lisan indonesia dan bahasa tulis negara iglah bahasa tu'is
tndonesia sarta aksare negarz ialah aksara Indonesia bersumber dari banasa
yang diikrarkan cziam Sumpah Pemuda tanggai 28 Oktober tahun 1928 sebacai
bahasa persatuar yang dikemoangxan sesuai dengan dinamika peradaben
bangsa" dapat dixabulkar.

4. Memerintahkar ocuwisen ini dimuat dalam periz negara Resubik indonesia
sebagaimana mes.nva.

Atau apabila vz sis Haxim

o

hkamean ronstiusi memiiiki pencapat lain mohon
untuk diputus sesa: ecilrya (ex aeguc 51 bono).

Demikian, permorcazn vusia review Semchon terima kasin aims pernatianrya.

mormat femohon,

Dra. Artinirigkun, M.Pd.|
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